KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 640 TAHUN 2024

TENTANG

BATASAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Solok Selatan tentang Batasan Sumbangan Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang



-2 -

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 60);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Solok Selatan Nomor 632 Tahun 2024 tentang
Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SOLOK SELATAN TENTANG BATASAN SUMBANGAN

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

Menetapkan batasan sumbangan dana kampanye

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan

Tahun 2024.

Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon;

b. sumbangan Pasangan Calon;

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang
meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan
hukum swasta.

Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Partai

Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berasal

dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang

mengusulkan Pasangan Calon.

Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum



KELIMA
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KEDUA berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan

Calon yang bersangkutan.

Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak

lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum swasta
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berasal
dari:

a. perseorangan; dan/atau

b. badan hukum swasta.

Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada

Diktum KELIMA tidak berasal dari hasil tindak pidana

dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak
mengikat berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KELIMA, meliputi:

a. perorangan individu;

b. anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta
Pemilu;

c. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon;

d. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
dan

e. relawan.

badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada

Diktum KELIMA merupakan badan hukum swasta yang

berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan

Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat

memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk

Pasangan Calon.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
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KELIMA paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh
lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

KESEBELAS : Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada
Diktum KELIMA paling banyak Rp750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa
Kampanye.

KEDUABELAS :  Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta
Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESEMBILAN berlaku ketentuan pembatasan
sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada pada Diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
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